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Peningkatan permukaan air mengancam daerah rawa. Sebagian lahan
pertanian yang dulu bisa ditanami padi, sekarang terus terendam sehingga tidak bisa
lagi ditanami. Pembangunan permukiman dan bangunan lainnya yang menguruk
lahan rawa turut meningkatkan air. Hal ini berbanding terbalik dengan masa lalu
dalam masyarakat Banjar. Pada abad XVIII, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari
membuka lahan untuk permukiman dan membuat sungai untuk mengurangi adanya
air agar lahan rawa bisa ditanami dan menjadi produktif. Pelaksanaan ihyd’ al-
mawdt pada masa lalu sebagai sebuah pranata hukum Islam/fikih perlu dikaji lebih
jauh.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) bentuk ihyd’ al-mawdt dalam
masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX berdasarkan pemikiran Syekh
Muhammad Arsyad al-Banjari; (2) kontekstualisasi praktik ihyd’ al-mawdt dalam
masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX terhadap masa sekarang. Penelitian
hukum normatif ini dilakukan dengan historical approach berupa mengkaji
sejumlah literatur mengenai masalah terkait sesuai rumusan masalah dan tujuan
penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum, peneliti mewawancarai pihak yang
dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan untuk
mengamati peninggalan yang masih ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ihyd’ al-mawat oleh Syekh
Muhammad Arsyad al-Banjari dilakukan dengan: 1) membuka lahan baru di Dalam
Pagar untuk perumahan, perkebunan/pertanian bahkan perikanan untuk kebutuhan
sehari-hari masyarakat, 2) membuat Sungai Tuan untuk menjadi terusan air,
sehingga lahan yang semula tergenang air dapat ditanami dan menjadi persawahan
yang subur, dan untuk menjadi media transportasi sungai yang bisa dilalui oleh
kapal besar, sehingga masyarakat saat itu bisa memasarkan hasil pertaniannya
hingga ke luar kerajaan.

Masyarakat Banjar kemudian melakukan beberapa hal berikut yang
kemungkinan besar mengikuti dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh
Syekh Muhammad Arsyad sebelumnya, yaitu dengan: 1) membuka lahan di
kawasan Dalam Pagar untuk keperluan tempat tinggal, pertanian dan perkebunan,
2) membuat kanal/tatah (anjir, handil, antasan dan saka) untuk keperluan pertanian,
perkebunan dan transportasi. Kalangan istana pun mengikuti dan melanjutkan ihya’
al-mawdt yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu dengan
lahirnya Undang-undang Sultan Adam, yang di antara isinya adalah hukum



pertanahan pada Pasal 17, 23, 26, 27, 28 dan 29. Dua pasal terakhir khusus
mengatur ihyd’ al-mawadt.

Ihya’ al-mawdt abad XVIII tersebut memiliki korelasi dan implikasi dari
dahulu hingga sekarang, yaitu: 1) pembukaan lahan untuk pemukiman, seperti
semakin berkembangnya kawasan Dalam Pagar, 2) aktivitas pertanian/perkebunan
makin dikembangkan, sepertinya adat mempelai laki-laki membawa bibit tanaman
seperti bibit kelapa dan bibit pisang saat pernikahan untuk ditanam, 3) penataan air
untuk pertanian (irigasi) berupa kanal atau terusan, yang dalam istilah Banjar
disebut dengan tatah (anjir, handil, antasan, dan saka), 4) penataan air untuk
mencegah banjir, 5) penataan lahan pemakaman, 6) meningkatnya kesejahteraan
masyarakat melalui gerakan pertanian, 7) implikasi hukum yang muncul dari
aktivitas ihyd’ al-mawat, seperti: a) adanya hak memetik buah dipinggir jalan, hak
memancing ikan pada lahan persawahan, tidak boleh ada larangan mengolah lahan
kosong, lahan yang semula dapat dimiliki lewat ihyd’ al-mawat akan hilang
kepemilikannya jika dua musim tidak digarap, zakat 5% pertanian yang
pengairannya diupayakan, kanal saka hanya bisa dimanfaatkan pemilik dan
pembuatnya, b) harta perpantangan dan kewarisan, c) pembagian zakat dengan
prioritas untuk mustahik miskin, d) pengangkatan mufti dan kadi, e) hal tersebut
awal bagi adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
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The rise in the water level is threatening dew areas. Parts of the farmland
that used to be cultivated, now continues to be submerged so that it can no longer
be planted. Construction of settlements and other buildings that undermine the
meadow also raises the water. In the eighteenth century, Sheikh Muhammad Arshad
al-Banjari opened up land for settlement and made rivers to reduce the presence of
water so that the meadow could be planted and productive. The implementation of
ihyd’ al-mawat in the past as a preface to Islamic law should be studied further.

The purpose of this research is to find out (1) the form of ihya’ al-mawdt in
the Banjar society in the eighteenth and nineteenth centuries based on the thought
of Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari; (2) the contextualization of the practice
of ihyd’ al-mawat in Banjar in the XVIII and XIX centuries against the present.
This normative law research is carried out with the historical approach of studying
a number of literature on related issues according to the problem formula and the
purpose of research. To supplement the legal material, the researchers interviewed
parties who were thought to be aware of the problem being investigated.
Observations were made to observe the remains.

The results of the research showed that ihyd’ al-mawdt by Sheikh
Muhammad Arshad al-Banjari was carried out with: 1) opening new land in the
Dalam Pagar for housing, planting/farming even fishing for the daily needs of the
people, 2) making the Sungai Tuan to be a water canal, so that the land originally
filled with water can be planted and become a fertile area, and to become a medium
of river transportation that can be passed by large ships, so the people at that time
can market their agriculture out of the kingdom.

The Banjar community then did the following things which most likely
followed and continued what Sheikh Muhammad Arshad had done previously,
with: 1) opening land in the Dalam Pagar area for housing, agriculture and planting
needs, 2) making canals/land (water, handicrafts, sewers and bars) for agricultural,
planting and transportation needs. The palace has followed and continued the ihyd’
al-mawat performed by Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari, with the birth of the
Law of Sultan Adam, which among its contents is the law of land in Articles 17,
23,26, 27, 28 and 29. The last two chapters specially regulate the ihyd’ al-mawat.

The eighteenth-century ihya’ al-mawdt has correlations and implications
from the past to the present, namely: 1) the opening of land for settlements, as the
growing area of the Dalam Pagar, 2) the agricultural activity is increasingly
developed, it seems the custom of the bride bringing crops such as coconut seeds
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and banana seeds at the wedding to be planted, 3) the establishment of water for
agriculture (irigation) in the form of canals or pipes, which in Banjar terms are
referred to as tatah (anjir, handil, antasan, and saka), 4) the arrangement of water to
prevent flooding, 5) the establishing of burial land, 6) the increase of the welfare of
the community through the farming movement, 7) the legal implications arising
from the activity of ihyad’al-mawat, such as: a) the right to harvest fruit on the
streets, fishing rights on the surface land, there may be no ban on empty land
cultivation, the land originally possessed through ihya’ al-mawat will lose its
ownership if two seasons are not achieved, the zakat 5% of the agriculture whose
irrigation is pursued, the channel can only be used by its owners and makers, b) the
estate and inheritance, c) the distribution of zakat with priority for the poor, d) the
appointment of the mufti and the gadhi, e) that is the initial for the existence of the
division of power between executive, legislative, and judicial.
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